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Abstract 

 Management of the Amil Zakat Agency is an activity of planning, organizing, 

implementing and supervising the collection and distribution and utilization of zakat 

formed by the government to increase the benefits of zakat to realize community 

welfare and poverty reduction. With the lively education there are many scholarships 

offered from various agencies, especially in BAZNAS itself, and with the assistance of 

BAZNAS for those who are studying there is no reason not to continue their education 

if it is really intended to go to school. Thus the authors are interested in discussing the 

views of the MUI of South Sumatra Province on the Distribution of Zakat Funds at the 

National Bureau of Religion in South Sumatra Province for those who are demanding 

knowledge. 

 The method used in this study uses the field (Research Fiel), literature study 

(library research), and documentation studies. The data sources used are primary and 

secondary. Primary legal material is the main data source consisting of data relating to 

the distribution of zakat funds obtained at BAZNAS and MUI directly related to the 

object of research. Secondary legal material is a data source that provides an 

explanation of primary data consisting of books and research results related to the 

distribution of zakat funds. The data collected in this study was then analyzed 

descriptively qualitatively, which explained all the data in the subject matter clearly and 

clearly. Then the explanation is deductively concluded that is drawing a conclusion 2 

from general statements to specific statements, so that the final presentation of this 

research can be easily understood. 

 From the results of the research obtained, the authors conclude that the distribution 

of zakat funds in BAZNAS of South Sumatra Province has been fulfilled with their 

respective needs but only concentrated in two education, namely South Sumatra Smart 

which has 3 program stages, namely: first SKSS, second Bina Santri, third Direct 

proposal. Then according to MUI (Indonesian Ulema Council) of South Sumatra 

Province the distribution of zakat funds for those who demand knowledge is valid by 

considering: Academic achievement, prioritized for those who are less fortunate, and 

learning knowledge that is beneficial for the Indonesian people. 
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Abstrak 

 Pengelolaan Badan Amil Zakat adalah kegiatan perencanaan, perngorganisaisan, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan manfaat 

zakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan. Dengan 

semaraknya pendidikan banyak sekali beasiswa yang ditawarkan dari berbagai instansi 

terutama di BAZNAS itu sendiri, dan dengan adanya bantuan dari BAZNAS untuk yang 

menuntut ilmu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan kalau memang 

benar-benar di niatkan untuk bersekolah. Dengan demikian penulis tertarik untuk 

membahas tentang Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Penyaluran 

Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bagi Yang Sedang Menuntut ilmu.  

 Metode yang di pakai dalam penelitian ini meggunakan lapangan (Fiel Research), 

studi kepustakaan ( library Reseach ), dan studi dokumentasi. Sumber data yang 

digunakan adalah primer dan skunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok 

yang terdiri dari data yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat yang didapatkan 

di BAZNAS dan MUI secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan 

hukum skunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer 

yang terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyaluran 

dana zakat. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok 

masalah secara tegas dan jelas-jelasnya. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara 

deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada 

pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami 

dengan mudah.  

 Dari hasil penelitian yang didapat maka penulis menyimpulkan bahwa penyaluran 

dana zakat di BAZNAS Provinsi sumatera selatan sudah terpenuhi dengan kebutuhan 

masing-masing hanya saja di konsentrasikan di duinia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas 

yang memiliki 3 program tahapan yaitu: pertama SKSS, kedua Bina Santri, ketiga 

Proposal langsung. Maka menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera 

Selatan penyaluran dana zakat untuk yang menuntut ilmu itu sahsah saja dengan 

mempertimbangkan: Berprestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang 

mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 

Kata kunci : Penyaluran, Zakat, Fii Sabilillah 

 

 

Pendahuluan 

 Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Zakat adalah 

kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an, Sunnah Nabi dan 

Ijma‟ para ulama
1
. Secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang 

wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu 

dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nishab (jumlah minimum 

harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan 

bila seorang wajib mengeluarkan zakat) harta
2
.  

                                                           
1  Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kanddahlawi Ra,a., Fadhilah Sedekah,(Yogyakarta: Ash-

Shaff, 2006), hal. 251 
2 Doa Jamal, Manfaat Zakat Dikelola Negara, (Jakarta :NUANSA MADANI, 2002), hal. 90 
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 Zakat adalah bagian yang ditentukan dari harta yang khusus, pada waktu yang 

khusus, dan didistribusikan (dibagikan) kepada orang-orang yang khusus. Bagian yang 

dikeluarkan dari harta dinamai “zakat”, karena bagian ini menambah harta yang 

dikeluarkannya, menyempurnakannya secara maknawi dan membersihkannya dari 

petaka. Dalil Al-Qur‟an banyak sekali disebutkan tentang ancaman bagi orang-orang 

yang tidak menunaikan zakat salah satunya ialah terdapat dalam QS. At-Taubah (9) ayat 

34. 

 Dalam QS At-Taubah (9) ayat 34, dapat dipahami bahwasannya golongan yang 

berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, „amil zakat, mu‟allaf, riqab (hamba 

sahaya), orang yang mempunyai hutang (gharim), sabilillah dan ibn as-sabil
3
. Zakat 

juga bisa dipergunakan untuk kepentingan seperti: sarana ibadah dan pendidikan Islam, 

beasiswa. Dari ayat diatas menyebutkan delapan ( asnaf ) penerima manfaat zakat, yang 

salah satunya adalah Fi Sabilillah. Kalimat Fi Sabilillah berasal dari bahasa Arab ( فى

 terdiri dari tiga kata; Fi, Sabil dan Allah. Bila ketiga kata ini digandengkan akan) سبيل الله

menjadi Fi Sabilillah. Secara etimologi, kata Fi memiliki makna antara lain: di, di 

dalam, kepunyaan, sementara kata kedua adalah Sabil mengandung makna antara lain: 

jalan, sedangkan kata ketiga „Allah‟ yaitu Allah subhanahu wata‟ala. Adapun Sabilillah 

maknanya Allah, yakni jalan menuju ridha Allah swt
4
.  

 Fi Sabilillah dapat dipahami dengan makna sempit atau makna luas. Makna sempit 

untuk Fi Sabilillah, yakni jihad bermakna berperang mengangkat senjata di jalan Allah, 

dan jihad bermakna para jamaah yang tengah haji atau umrah. Makna luas untuk Fi 

Sabilillah yakni segala upaya untuk kejayaan Islam, seperti membangun jembatan, 

mendirikan sekolah sampai pemberian beasiswa, dimana semua ini dilakukan untuk 

berjihad di jalan Allah swt
5
.  

 Menuntut ilmu merupakan kebutuhan setiap individu. Ilmu merupakan dasar yang 

mana seseorang mampu mengenal dunia luar. Bahkan ada hadis yang menyatakan 

bahwa Barangsiapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, barangsiapa yang 

menginginkan kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang 

menginginkan kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu. Berkaitan dengan menuntut 

ilmu termasuk jihad fi sabilillah, Syeikh Muhammad bin Sholih Al „Utsaimin 

Rohimahumullah berkata bahwasanya: “Menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di 

jalan Allah karena agama ini bisa terjaga dengan 2 hal yaitu dengan ilmu dan 

berperang (berjihad) dengan senjata”
6
.  

 Dengan demikian, menuntut ilmu sangatlah dianjurkan dan keutamaan yang sangat 

banyak dapat diperoleh dengan menuntut ilmu. Untuk bahagia di dunia perlu paham 

tentang ilmu, punjuga untuk ibadah diperlukan ilmu agar sesuai dengan syari‟at yang 

                                                           
3 Doa Jamal,Manfaat Zakat Dikelola Negara,(Jakarta :NUANSA MADANI. 2002) Hlm. 48 
4  <https://Artikel Fi Sabillilah Dalam Perpektif Syariat Zakat. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2018 

Pukul 13:29 WIB) 
5 <https://Artikel Fi Sabillilah Dalam Perpektif Syariat Zakat. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2018 

Pukul 13:54 WIB) 
6 www.hijz.id (Diakses pada tanggal4 januari 2019 pukul 10:43.) 

http://www.hijz.id/56372/hukum/muamalah/menuntut


Jurnal Muamalah  

Volume 7, Nomor 2, Desember 2021 

PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENYALURAN DANA 

ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN BAGI YANG SEDANG MENUNTUT 

ILMU |  

98 

 

ditetapkan karena ilmu itu dasar kehidupan, dasar kebahagiaan, kunci beribadah
7
. Di 

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun bukan 

negara Islam, juga telah menaruh kepedulian terhadap salah satu aspek syariat yang 

diwajibkan sejak tahun ketiga hijriyah ini. Kepedulian tersebut terbukti dengan hukum 

Islam yang semula tidak tertulis menjadi sebuah aturan hukum Islam yang tertulis yakni 

hukum positif Indonesia tentang zakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011.  

 Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, 

potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas 

kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatan 

kualitas pendidikan umat, seperti pelajar yang sedang menuntut ilmu dalam kategori 

yang berprestasi maupun tidak mampu atau dan sebagainya
8
.  

 Penyaluran zakat yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan 

secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemperdayaan ekonomi umat, ini karena zakat 

merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di 

mana dalam ini penyaluran zakat membutuhkan suatu pedoman dalam penyaluran agar 

dana zakat dapat terealisasi dengan baik
9
. 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur antara 

lain tentang sistem manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam hal ini, Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sabagai satu-satunya lembaga pemegang otoritas 

zakat, hal ini akan lebih memudahkan muzzaki untuk melaksanakan zakat dan 

dananyapun dijamin aman serta paramustahik akan lebih mudah memperoleh bantuan
10

. 

Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi 

yang memiliki badan hukum resmi sehingga kepentingan umat akan terlindungi. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dalam 

Pasal 6 dan 7 ayat (1), yang berbunyi: Pasal 6
11

: BAZNAS merupakan lembaga yang 

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 7 ayat 1
12

 Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6, BAZNAS 

menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; dan d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, 

pengelolaan zakat.  

                                                           
7 www.hijz.id (Diakses pada tanggal4 januari 2019 pukul 10:43.) 
8 Kukuh Dwi Agustina,”Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) 

Kabupaten Kebumen” Skripsi, Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.   
9 Ivan Rahmat Santoso,”Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS(Zakat, Infak, Dan 

Sedekah) di BNT Bina Dhuafa Beringharjo” jurnal Akuntansi/Vol XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70. 

Hlm. 59 
10 Duski Ibrahim, Tesis “Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat”, Hlm. 62-63.   
11 Pasal 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
12 Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

http://www.hijz.id/56372/hukum/muamalah/menuntut
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 Adanya penjelasan diatas dapat dipahami bahwa BAZNAS merupakan satu-satunya 

pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional dan mengenai 

pelaksanaan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 

ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b). 

 Adapun lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menetapkan fatwa tentang 

status pengelolaan dana zakat tersebut dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-

pihak yang memerlukan, Departemen Agama berargumen bahwa, berdasarkan 

ketentuan agama, baik dalam Al-Qur‟an maupun hadits, pengelolaan zakat hanya 

dilakukan oleh petugas yang di angkat oleh pemerintah
13

. Dalil Al-Qur‟an telah 

menjelaskan tentang kewajiban zakat dan golongangolongan yang berhak menerima 

zakat (mustahiq). Lembaga zakat seperti BAZNAS telah dipercayai oleh masyarakat 

dengan penyaluran dana zakat secara merata kepada mustahik. Pentingnya menuntut 

ilmu bagi umat islam di Indonesia, masyarakat sangat mengharapkan mendapatkan 

bantuan dari lembaga zakat (BAZNAS) untuk pelajar yang tidak mampu maupun yang 

berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. 

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu 

penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang 

jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang di BAZNAS Provinsi Sumatera 

Selatan yang berjumlah 17 orang yang berkriteria pihak-pihak yang berwenang di 

BAZNAS bagian pengelolaan zakat, dan di Lembaga Majelis Ulama Indonesia yang 

berjumlah sebanyak 120 orang yang berkriteria yang menguasai di bidang zakat. 

Adapun sampelnya adalah beberapa bagian dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan 

yang berjumlah 2 responden yaitu, berstatus wakil ketua 1 dan 2, dan dari MUI Provinsi 

Sumatera Selatan yang berjumlah 3 responden yaitu, berstatus Sekretariat Umum 

Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Anggota Komisi 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 

 Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang penulis peroleh 

langsung dari MUI Provinsi Sumatera Selatan dan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan 

dan data sekunder yaitu data yang di ambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang 

berhubungan dengan penyaluran zakat. Teknik Pengumpulan data dalam peneliitian ini 

menggunakan Teknik wawancara serta Teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan 

secara deduktif. 

  

Pembahasan 

                                                           
13 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 81 
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Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Sumatera selatan Bagi 

Yang Sedang Menuntut Ilmu 

 Dalam menyalurkan zakat UU No.23/2011 secara spesifik menyebutkan bahwa 

pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik zakat. 

Para mustahik ini terdiri delapan golongan (asnaf), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, 

riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kelompok ini mencangkup orang-orang yang 

paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang 

cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi 

yang terlantar dan lain-lain. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana 

zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu 

memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para mustahik
14

.  

 Penyaluran dana zakat untuk yang menuntut ilmu di BAZNAS Provinsi Sumatera 

Selatan untuk sekarang telah tepat disalurkan dan diberikan kepada mereka sesuai 

dengan jumlah uang pembayaran kuliah mereka, dan tidak disalurkan kepada perguruan 

tapi disalurkan langsung kepada mereka yang mendapatkan beasiswa itu
15

. Sumber dana 

zakat itu sendiri dikumpulkan dari orang-orang kaya, banyak harta, dari hasil gaji atau 

hasil pendapatan, dengan syarat haul dan nisabnya sudah cukup dan tidak memberatkan, 

jika dalam setahun memberatkan boleh dicicil perbulan yang telah dianjurkan oleh 

Majelis Ulama47 . BAZNAS Provinsi sumatera Selatan memiliki 5 program bentuk 

penyaluran dana zakat yang telah ditetapkan dari pusat yaitu
16

: 1. Sumsel Makmur, 

yaitu program yang bertujuan membantu bagi para fakir miskin untuk menjadi lebih 

baik dari segi santunan ekonomi mikro, adapun kegiatan yang dilakukan BAZNAS ialah 

memberi bantuan modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang kecil-kecilan. 2. 

Sumsel Sehat, yaitu program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan 

yang bersifat sesaat dalam hal penanganan kesehatan. Adapun pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat 

ataupun memberikan santunan biaya pengobatan. 3. Sumsel Taqwa, yaitu program yang 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. dalam bentuk pembinaan 

keagamaan. Adapun program yang sudah berjalan yaitu Pembinaan Muallaf Center 

Sumatera Selatan dan menempatkan da‟i-da‟i ke desadesa terpencil yang tersebar 

diwilayah Sumatera Selatan. 4. Sumsel Peduli, yaitu program ini merupakan program 

yang bersifat konsumtif melalui Konter Layanan Mustahik atau Program Sosial 

Kemanusiaan BAZNAS. Selain itu dalam program telah membentuk Tim BAZNAS 

TANGGAP BENCANA yang memiliki perwakilan disetiap Kabupaten/Kota di 

Sumatera Selatan dan siap membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. 

5. Sumsel Cerdas, yaitu program ini merupakan kegiatan pendayagunaan mustahik yang 

memberikan bantuan kepada orang tang tidak mampu dalam bentuk biaya pendidikan, 

                                                           
14 Nana Mirtanti, Indonesia Zakat dan Development Report, Jakarta, 2009, hal. 20. 
15 Hasil wawancara bersama bapak Drs. H. M. Sanan menjabat sebagai wakil ketua I BAZNAS 

Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2020 pada pukul 09.10 WIB .   
16  Hasil wawancara bersama bapak Drs. H. M. Sanan menjabat sebagai wakil ketua I BAZNAS 

Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2020 pada pukul 09.10 WIB .   
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antara lain Program Tahfidz Qur‟an melalui tingkat MI sampai Aliyah. Tahun 2016 

BAZNAS melaksanakan Program Beasiswa untuk Mahasiswa yaitu SATU 

KELUARGA SATU SARJANA (SKSS), SKSS itu sendiri sudah ada pada tahun 2015 

sampai sekarang. Kedua Program kegiatan ini dimaksud untuk sedikit berpartisipasi 

dalam mensukseskan Program Bapak Gubernur Sumatera Selatan yaitu KULIAH 

GRATIS. 

 Dari 5 program diatas penyaluran dana zakat sudah terpebuhi dengan kebutuhan 

masing-masing hanya saja lebih dikonsentrasikan di dunia pendidikan, yaitu Sumsel 

Cerdas dimana didalam Sumsel Cerdas memiliki 3 program yaitu: pertama, SKSS 

(Satu Keluarga Satu Sarjana) yaitu, BAZNAS memilih satu keluarga yang kurang 

mampu dimana dalam keluarga itu memiliki anak yang belum sekolahnya sampai 

keperguruan tinggi, dan untuk program sarjana ini ada 99 orang yang melingkup dari 

beberapa universitas yaitu Unuversitas Sriwijaya, Universitas Bina Darma, Universitas 

Tridinanti, Universita Sjakhyakirti, dan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dan 

bentuk penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mereka 2 kali dalam setahun 

,setiap mahasiswa dibatasi dengan jumlah maksimal Rp. 2.500.000 perorang. Kepada 

mereka yang SKSS ada dua sistem penyaluran dana zakat yang diberikan kepada 

mereka, yang pertama mereka bayar terlebih dahalu kemudian hasil dari 

pembayarannya diberikan kepada pihak BAZNAS lalu berapa jumlahnya itu yang akan 

diganti oleh BAZNAS, dan yang kedua mereka yang tidak mempunyai uang dan sudah 

mendapatkan surat tagihan dari universitasnya mereka tinggal mengajukan pencairan. 

 Bina Santri, yaitu pondok pesantren yang menyantuni anak-anak yang tidak mampu 

terdiri dari tingkat sd/mi sampai keperguruan tinggi pada awalnya dari Bina Santri ini 

mereka tidak terpogram lalu kepala sekolanya selalu mengajukan proposal ke 

BAZNAS. dan di BAZNAS ini memprogramkan datanya ada 44 orang yang terdiri dari 

pondok pesantren Tijaratal Lantabur, pondok pesantren Subulussalam, pondok 

pesantren ArRiyadh dan, pondok pesantren Ahlul Qur‟an, dan sistem penyaluran pada 

Bina Santri ini langsung disalurkan kepada sekolah yang bersangkutan melalui kepala 

sekolahnya yang mendatangi pihak BAZNAS setiap bulannya. Kedua, Bantuan 

pendidikan yang tidak terprogram seperti mereka yang mendatangi langsung ke 

BAZNAS dengan masalah penunggangkan pembayaran sekolah dll.  

 Dana yang disalurkan kepada mereka merupakan pengumpulan dari dana zakat. 

Adapun mereka yang mendapatkan penyaluran dana zakat dengan kriteria sebagai 

berikut
17

: 1) Tidak Mampu, 2). Berjanji untuk mengikuti kegiata-kegiatan yang ada di 

Baznas 3). Berprestasi. Untuk batasan-batasan dalam jenjang pendidikan dikatagorikan 

menjadi 3 tingkatan yaitu pertama tingkat kabupaten/kota dari SD/MI sampai 

SMP/MTS, kedua Provinsi dari SMA/ALIYAH sampai S1, ketiga tingkat pusat S1, S2 

dan S3. Namun BAZNAS masih tetap mencaver keseluruhan pendidikan yang ada baik 

tingkatan SD/MI sampai ketingkatan pendidikan S3
18

.  

                                                           
17 Bapak Idham, S. Ag.Menjabat Sebagai Wakil Ketua II. Pada pukul 08.30 WIB. 
18 Bapak Idham, S.Ag. Menjabat Sebagai Wakil Ketua II. Pada pukul 08.30 WIB. 
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 Untuk persyarata-persayaratan yang diajukan dalam mendapatkan penyaluran dana 

zakat harus dilengkapi dengan data-data seperti
19

: 1. Data diri 2. Surat keterangan 

miskin 3. Fhoto rumah yang terdiri dari depan, belakang, samping kiri kana dan bagian 

dalam. Untuk keaslian data pihak BAZNAS tidak langsung survei kelapangan secara 

keseluruhan ketempat para permohon penyaluran dana zakat, akan tetapi dilakukan 

wawancara verifikasi data secara mendalam. Jadi menurut pihak BAZNAS mustahik 

yang mendapatkan dana zakat tersebut mereka yang fakir miskin yang masuk katagori fi 

sabililah.   

 

Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Terhadap Penuntut Ilmu Yang 

Mendapatkan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan 

 Fi Sabilillah berasal dari bahasa dari terdiri ( سبيل اللهفى  ) Arab tiga kata; Fi, Sabil dan 

Allah. Bila ketiga kata ini digandengkan akan menjadi Fi Sabilillah. Secara etimologi, 

kata Fi memiliki makna antara lain: di, di dalam, kepunyaan, sementara kata kedua 

adalah Sabil mengandung makna antara lain: jalan, sedangkan kata ketiga “Allah‟ yaitu 

Allah subhanahu wata‟ala. Adapun Sabilillah maknanya jalan Allah, yakni jalan menuju 

ridha Allah swt
20

.  

 Fi Sabilillah dapat dipahami dengan makna sempit atau makna luas. Makna sempit 

untuk Fi Sabilillah, yakni jihad bermakna berperang mengangkat senjata di jalan Allah, 

dan jihad bermakna para jamaah yang tengah haji atau umrah. Makna luas untuk Fi 

Sabilillah yakni segala upaya untuk kejayaan Islam, seperti membangun jembatan, 

mendirikan sekolah sampai pemberian beasiswa, dimana semua ini dilakukan untuk 

berjihad di jalan Allah swt
21

. 

 Penuntut ilmu dikatagori fi sabilillah sebagaiman nash yang pertama menyatakan 

penuntut ilmu diperbolehkan mendapatkan dana zakat karena terkait dengan QS At-

Taubah ayat 122
22

: 

ىۡهُمۡ طَائٓفِةَٞ لِّيتَفَقََّهُىاْ   فلَىَۡلََ وفَزََ مِه كُلِّ فزِۡقةَٖ مِّ
نهِ ۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِىىُنَ لِيىَفِزُواْ كَافَّٓة ۚٗ  فِ  ٱلِِّّ

 ىذِرُواْ قىَۡمَهُمۡ إِذاَ رَجَعىُٓاْ إلِيَۡهِمۡ لعَلََّهُمۡ نَحۡذرَُونَ  وَلِيُ 
“Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya 9ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk member peringatan kepada ksumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. 
 

 Dalam ayat diatas menjelaksan tafakkufiddin adalah orang yang menuntut ilmu di 

zaman Rasulullah Saw., ada dua kelompok yang disiapkan yang pertama untuk digaris 

depan yang dipersiapkan untuk berperang dan yang kedua untuk belajar menuntut ilmu, 

                                                           
19 Bapak Idham, S.Ag. Menjabat Sebagai Wakil Ketua II. Pada pukul 08.30 WIB. 
20 artikel Fi Sabillilah Dalam Perpektif Syariat Zakat. (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 

Pukul 11:35 WIB) 
21 artikel Fi Sabillilah Dalam Perpektif Syariat Zakat. (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 

Pukul 11:35 WIB) 
22 Hasil wawancara bersama bapak Nur Khalis. M.Pd. menjabat sebagai komisi fatwa. pada hari 

senin, 25 September 2020 pukul 01.45 WIB 
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kenapa dibuat seperti itu agar saat mereka telah kembali dari perperangan mereka bisa 

belajar bersama orang yang menuntu ilmu tersebut, lalu masalahnya apa hubungan zakat 

dan penuntut ilmu yaitu, orang yang berperang dan penuntut ilmu keduanya sama-sama 

orang tegolong dalam fisabilillah
23

. 

 Nash yang kedua, orang yang sedang menuntut ilmu berarti fi sabilillah hingga dia 

kembali ke rumahnya. Fi sabililllah berarti berada di jalan Allah Swt., hal ini 

sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullahj Saw., dalam hadis yang berbunyi seperti 

berikut:  

لبَِ فىِ طَ عَنْ أنَسٍَ رَضِى اّللُّ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اّللِّ صَلىّ اّللُّ عَليَْهِ وَسَلمَّ قاَ لَ مَنْ خَرَجَ 

 الْعِلْمِ فهَُوَ فِى سَبيِْلِ اّللِّ حَتَّى يرَْجِعَ )روه الترمذى(
 

“Dari Anas r.a. meriwayatkan dari Rasulullah Saw., bersabda, “Siapa yang keluar 

(rumah) untuk mencari ilmu maka dia termasuk fi sabilillah sampai ia pulang”. (H.R. 

Tarmizi) 

 

 Dalam hadis diatas disebutkan penuntut ilmu itu termasuk fi sabilillah barang siapa 

yang keluar dari rumahnya, kampung halamanya termasuk dalam golongan fi sabilillah 

dalam artian apabilah dia masih dalam menuntut ilmu. Kedua nas itu menjadi landasan 

penuntut ilmu adalah termasuk fi sabilillah. Jika kita lihat artinya kepada penuntut ilmu 

boleh diberi zakat karena penuntut ilmu itu orang yang mencurahkan tenaganya, 

pikirannya, untuk menuntut ilmu terutama ilmu syari‟ah, meskipun orang itu mampu dia 

tetap boleh apalagi kalau tidak mampu, akan tetapi di Indonesia ini mengutamakan 

orang yang tidak mampu. Jadi orang yang mampupun jika dia menuntut ilmu boleh 

mendapatakan zakat bisa saja bentuk zakat itu dalam bentuk baesiswa, tetapi biasanya 

yang diutamakan orang yang tidak mampu dan beprestasi
24

. Jihad itu merupakan esensi 

dan puncak daripada Islam itu sendiri maka penuntut ilmu termasuk bagian jihad. 

Bagaimana jika tidak ada penuntut ilmu, pengembang ilmu, menanamkan akhlak, yang 

berkaitan dengan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 jika tidak ada yang 

menuntut ilmu. Alasan Fii Sabilillah itu mendapatkan penyaluran dana zakat itu 

diantaranya karena mereka merupakan penuntut ilmu, sebaik-baik amalan, sebaik-baik 

perkerjaan, serta sebaik-baik aktivitas, yang merupakan pengertian dari Fii Sabilillah itu 

sendiri. Ketika kita berbicara tentang Fii Sabilillah maka kembali kedalam Al-Qur‟an 

yang menempatkan Jihad Fii Sabilillah itu salah satu kelompok yang berhak menerima 

zakat
25

. 

                                                           
23 Hasil wawancara bersama bapak Nur Khalis. M.Pd. menjabat sebagai komisi fatwa. pada hari 

senin, 25 September 2020 pukul 01.45 WIB 
24 Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. KH.Aflatun Muchtar, MA. Menjabat sebagai Ketua 

Umum MUI Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 09.54 WIB. 
25 Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. KH.Aflatun Muchtar, MA. Menjabat sebagai Ketua 

Umum MUI Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 09.54 WIB 
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 Dilihat dari surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian 

zakat untuk beasiswa Nomor: Kep-120/MUI/II/1996 memberikan uang zakat untuk 

keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah SAH, 

karena termasuk dalam Asnaf Fii Sabilillah yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana 

zakat berdasarkan Al-Qur‟an shurah At-Taubah:60.  

 Dengan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/serjana muslim, penerima zakat 

baesiswa hendaknya
26

: 1. Berprestasi akademik 2. Diprioritaskan bagi mereka yang 

kurang mampu 3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa 

Indonesia. Sepanjang itu tidak menyalahkan aturan boleh saja dan tidak ada masalah, 

asalkan aturan tersebut sesuai, kemudian kalau untuk orang sekolahan boleh saja apalagi 

orang tersebut miskin. Jadi MUI memandang bahwa apa yang dilakukan dalam Baznas 

itu sangat baik terutama dalam rangka membantu orang-orang yang menuntut ilmu, 

lebih utama lagi kalau memang orang-orang yang diberikan beasiswa itu orang yang 

tidak mampu artinya orang yang mampu saja boleh apalagi kalau dia berprestasi dan 

tidak mampu
27

,. Jadi menurut pihak MUI mustahik yang mendapatkan dana zakat 

adalah golongan Fi Sabilillah baik yang mampu ataupun tidak mampu tapi diutamakan 

yang tidak mampu terdahulu. 

 

Kesimpulan 

 Penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi sumatera selatan sudah terpenuhi 

dengan kebutuhan masing-masing hanya saja di konsentrasikan di duinia pendidikan, 

yaitu Sumsel Cerdas yang memiliki 3 program tahapan yaitu: Pertama, SKSS ( Satu 

Keluarga Satu Sarjana ) yaitu, BAZNAS memilih satu keluarga yang kurang mampu 

dimana dalam keluarga itu memiliki anak belum sekolahnya sampai keperguruan tinggi, 

dan untuk program sarjana ini ada 99 orang yang melingkupi dari beberapa universitas 

yaitu, Universita Sriwijaya, Universitas Bina Darma, Universitas Tridinanti, Universitas 

Sjakhyakirti, dan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dana zakat yang diberikan 

kepada mereka 2 kali dalam setahun. dengan jumlah maksimal Rp. 2.500.00 perorang 

dan ada dua sistem penyaluran dana zakat diberikan, pertama bertemu langsung dengan 

pihak BAZNAS dan kedua dengan sistem pencairan. Kedua Bina Santri, yaitu pondok 

pesantren yang menyantuni anak-anak yang tidak mampu terdidri dari tingkat sd/mi 

samapai keperguruan tinggi, sistem Bina Santri ini yaitu bersifat rutin karena pada 

awalnya mereka tidak terprogram lalu kepala sekolahnya selalu mengajukan proposal ke 

BAZNAS setiap bulan, dan di BAZNAS ini memprogramkan datanya ada 44 orang 

yang terdiri dari pondok pesantren Tijaratal Lantabur, pondok pesantren Subulussalam, 

pondok pesantran ArRiyadh, dan pondok pesantren Ahlul Qur‟an. Ketiga, Bantuan 

pendidikan yang tidak terprogram seperti mereka yang mendatangi lagsung ke 

BAZNAS, program ini bersifat perorangan.  

                                                           
26 Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. KH.Aflatun Muchtar, MA. Menjabat sebagai Ketua 

Umum MUI Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 09.54 WIB.   
27 Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. KH.Aflatun Muchtar, MA. Menjabat sebagai Ketua 

Umum MUI Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 16 Agustus 2020 pada pukul 15.30 WIB. 
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 Kemudian menurut pihak BAZNAS mustahik yang mendapatkan dana zakat 

tersebut mereka yang fakir miskin yang masuk katagori fi sabililah. Pertama, MUI 

Provinsi Sumatera Selatan memandang bahwa apa yang dilakukan dalam BAZNAS 

untuk yang menuntut ilmu melalui 3 program tahapan diatas sangat baik terutama dalam 

rangka membantu orang-orang yang menuntut ilmu, lebih utama lagi kalau memang 

orang-orang yang diberikan dana zakat itu orang yang tidak mampu artinya orang 

mampu saja boleh apalagi kalau dia berprestasi dan tidak mampu. Dilihat dari 3 

program tahapan yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai berdasarkan surat keputusan 

fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep-

120/MUI/II/1996 tentang pemberian zakat untuk yang menuntut ilmu itu sah-sah saja. 

Menurut MUI meskipun orang itu mampu dia tetap boleh, dengan syarat mereka yang 

berprestasi apalagi kalau tidak mampu, akan tetapi di Indonesia ini mengutamakan 

orang yang tidak mampu. Jadi menurut pihak MUI mustahik yang mendapatkan dana 

zakat adalah golongan Fi Sabilillah baik yang mampu ataupun tidak mampu tapi 

diutamakan yang tidak mampu terdahulu. 

 

Daftar Pustaka 

Al-Kanddahlawi Ra,a, Maulana Muhammad Zakariyya. 2006. Fadhilah Sedekah. 

Yogyakarta: Ash-Shaff. 

Ibrahim, Duski. Tesis Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat  

 

Ivan Rahmat Santoso,”Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS(Zakat, Infak, Dan 

Sedekah) di BNT Bina Dhuafa Beringharjo” jurnal Akuntansi/Vol XVIII, No. 01, 

Januari 2013 

Jamal, Doa. 2002. Manfaat Zakat Dikelola Negara. Jakarta:NUANSA MADANI. 

Kukuh Dwi Agustina,”Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat 

Nasional(BAZNAS) Kabupaten Kebumen” Skripsi, Fakultas Syari‟ah Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.   

Mirtanti, Nana. 2009. Indonesia Zakat dan Development Report. Jakarta. 

Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. 

Pasal 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

 


